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B BKD Kalbar Geser Seluruh Hon@mr , Eap;enda
B Berhentikan 19 Tenaga di Atas 58 Tahun

PONTIANAK, TRI-
BUN - Sudah dua

Tribun, Rabu (11/3).

P

Diakuinya, ke-

belum menerima
gajinya itu karena

Mereka belum me-

nerima upah sejak Januari
dan Februari. Hingga Kamis
(12/3), masih ada honorer

sebutkan namanya kepada

' bulan ini gaji terlambatan

AR DEEEfowal

Jadi gaji honor  retay 71 @gggmw)@\\ i
nsudah dbyar, 257 N\ T/ S
Kalaupun ada yang lat dibayarkan. Meski demikian,

ia mengaku sudah
mendapat informasi terkait
gaji yang akan segera diba-
yarkan dalam waktu dekat.

maSlh dalam tahap yang belum menerima gaji. " Terkait k:{{erlambatan
—_ . “Betul, sudah dua bulan gaji, ia mengaku mendapat
pengurusan adm" belum dibayarkan. Infor- ignjformasi tgerkait pembe-
nistrasi. ‘masinya dalam waktu dekat nahan data pegawai tidak
dan dirapel,” ujar satudian- tetap yang ada di Pemprov
Ani Sofyan tara tenaga honorer di Pem- Kalbar._ Pembenahan data

Kepala BKD Kalbar prov Kalbar yang enggan di-

- ® Bersambung ke hal. 7

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




TRIBUN PONTIANAK

F S

l Jan | Feb lmar) Apr | Mei | Jun | Jul |Agust| Sept| Okt [ Nov| Deﬂ |20.2D| |Ha‘l.: 1 |§i‘&

[1]2]3]4]5]6]7]8]o]10[11][12[73[14] 15] 16]17[18][19]20]21]22[23]24]25] 26 27| 28] 29]30[31]

ini yang membuat terjadi-
nya keterlambatan pemba-
yaran gaji.

Badan Kepegawaian Da-
erah (BKD) Provinsi Kalbar
memang tengah melakukan
validasi jumlah tenaga kon-
trak atau pegawai honorer di
lingkungan Pernprov Kalbar.
- Kepala BKD Kalbar Ani
Sofyan memastikan jum-
lah tenaga honorer di Kal-

bar mencapai 1.463 orang.

Dia juga memastikan selu-
ruh OPD sudah dikumpul-
kan pada 4 Februari 2020
lalu terkait keterlambatan
pembayaran gaji. “Dalam
pertemuan tersebut sudah
diperintahkan paling lam-
bat membayar gaji tenaga
honorer yang ada itu pada
6 Maret 2020 lalu,” ujar
Kepala BKD Kalbar saat di-
wawancarai di ruang kerja-
nya, Rabu (11/3).

la mengatakan, sudah me-
minta agar seluruh Organi-
sasi Perangkat Daerah (OPD)
membayar semuanya dan
sampai saat ini ada tenaga
honor yang sudah menerima
gaji dan ada yang belum. Ka-
rena memang yang menga-
jukan gaji dari OPD masing-
masing. “Jadi gaji honor ini
sudah dibayar. Kalaupun
ada yang belum menerima
gajinya itu karena masih da-

lam tahap pengurusan ad-
ministrasi,” jelasnya.

Ani Sofian menjelaskan,
1.463 orang pegawai kon-
trak di Pemprov Kalbar
saat ini termasuk tujuh te-
naga kontrak yang berusia
di atas 58 tahun. “Jumlah
tenaga kontrak sekarang
ada 1.463 orang yang ter-
sebar di seluruh organisasi
perangkat daerah,” ucap
Ani Sofian.

Ia menjelaskan, sebe-
tulnya ada 26 orang yang
umurnya di atas 58 tahun
dan hanya tujuh orang yang
diperpanjang lantaran ada-
nya kebutuhan. “Sebetul-
nya ada 26 orang umurnya
di atas 58 tahun dan tujuh
orang dipertahankan. Dua
Penjaga Makam Mandor,
dua di Biro Umum serta tiga
orang spesialis yang ber-
tugas di Rumah Sakit Jiwa
Sungai Bangkong,” tambah-
nya.

Saat ini, seluruh OPD di- -
‘larang mengangkat tena-
ga kontrak serta dilarang -

mengganti tenaga kontrak
yang ada meskipun yang
bersangkutan sudah tidak
dikontrak lagi.

Sesuai Peraturan Guber-
nur (Pergub), jelas Ani Sofi-

- an, batas usia tenaga kon-

trak maksimal 58 tahun.

ua Bulan Gaji Honorer Telat Bayar

" Apabila lebih dari usia terse-

but tidak akan diperpanjang
lagi kontraknya. Saat ini,
pihaknya masih melakukan
evaluasi terkait penempatan
tenaga kontrak. Pasalnya
tenaga kontrak tidak boleh

mengelola bagian keuangan

dan pajak.

Sekarang pegawai kon-
trak terbanyak ada di Ba-
dan Pendapatan Daerah
(Bapenda) dengan jumlah
224 orang. “Kita juga mela-
kukan evaluasi untuk me-
mindahkan atau menggeser
tenaga kontrak di Bapenda
ke OPD lainnya,” ujar Ani
Sofian.

Ia mencontohkan pada
2019, ada empat orang di
Bapenda yang digesér ke
OPD lainnya. Selain itu, di
Dinas Perpustakaan Daerah
ada empat tenaga keaman-

an yang tidak diperpanjang

kontraknya maka empat pe-
gawai kontrak yang selama
ini bertugas di dalam per-
pustakaan digeser menjadi
petugas keamanan.

. Sementara 2020 ini, selu-
ruh tenaga kontrak yang ada
di Bapenda akan dievaluasi
dan bisa saja dipindahkan
ke OPD lainnya, karena
mengikuti aturan bahwa
pegawai di Bapenda harus-
lah yang mempunyai Nomor

Sambungan Hal.1

Induk Pegawai (NIP) karena
berkaitan pengelolaan keu-
angan.

Kepala BKD Kalbar men-
jelaskan, sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 49
Tahun 2018 tentang Ma-
najemen Pegawai Peme-
rintah dengan Perjanjian
Kerja (P3K), pemerintah
daerah dilarang menerima
tenaga kontrak. Namun PP
tersebut memberikan tole-
ransi selama lima tahun
sejak diundangkan. “Arti-
nya, tenaga.kontrak yang
sudah ada saat ini masih
bisa dipekerjakan sampai
2023,” ucapnya. '

la mengatakan, tenaga
kontrak yang ada saat ini ti-
dak boleh diganti lagi. Bah-
kan-setiap tahun akan di-
kurangi. “Jadi pada usia 58
tahun, tenaga kontraknya
akan diberhentikan, terma-
suk yang melanggar persya-
ratan perpanjangan tenaga
kontrak,” ujarnya.

Ia mengatakan, cukup
banyak persyaratan untuk
menjadi tenaga kontrak, di
antaranya usia tidak boleh
lebih 58 tahun, tidak boleh
tidak masuk kerja selama
lima hari berturut-turut dan
tidak boleh melakukan ke-
jahatan, sehat jasmani dan
rohani. (oni/ang)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




